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BUPATI PESISIR SELATAN 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN  BUPATI PESISIR SELATAN 

NOMOR      9    TAHUN 2020 

 

T E N T A N G 

 

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH   

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TAPAN  

 TAHUN 2020-2021  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  PESISIR  SELATAN, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengingat   :          

 

: 

 

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

 

 

 

 

c. 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

bahwa agar perencanaan program taktis 

strategis Badan Layanan Umum Daerah dapat 

tercapai, maka perlu disusun rencana strategis 

Badan Layanan Umum Daerah (Renstra BLUD) 

yang menetapkan prioritas program dan 

kegiatan pembangunan selama 2 (dua) tahun 

untuk memberikan landasan kebijakan taktis 

strategis dalam kerangka pencapaian visi dan 

misi yang dapat dipertanggungjawabkan;  

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah, Rencana Strategis Badan Layanan 

Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan 

Bupati; 

bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b 

maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Rencana Strategis Badan Layanan 

Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 

Tapan Tahun 2020-2021; 

 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 

tentang Pembentukan Daerah Otonom 
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2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-

Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 

77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

108, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1643);  

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5063); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 

tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
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10. 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

 

 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817);  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah;  

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 

Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum 

Daerah; 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara : PER/02/M.PAN/1/2007 

tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di 

Lingkungan Instansi Pemerintah yang 

Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2010-2030, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir 
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14. 

 

 

 

 

 

 

 

Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan  Tahun 

2010-2030; 

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 – 2021, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 

Tahun 2016 – 2021; 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN 

TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN 

LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH TAPAN TAHUN 2020-2021 

              

BAB I 

 KETENTUAN UMUM 

 Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan. 

2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir 

Selatan. 

5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan. 

6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Tapan 

yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Tapan adalah institusi 

pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, 

rawat jalan, dan gawat darurat. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya  disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan 

Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Periode 5 

(lima) Tahun. 

8. Rencana Strategis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat 
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dengan Renstra Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Periode 5 

(lima) Tahun. 

9. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah yang 

selanjutnya disingkat dengan Renstra BLUD adalah dokumen 

perencanaan yang disusun untuk menjelaskan strategi 

pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber 

daya dan kinerja dengan menggunakan teknis analisis bisnis. 

10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA 

adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang 

disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana 

kerja dan anggaran Rumah Sakit. 

11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat 

DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

anggaran. 

12. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah 

dokumen perencanaan untuk Periode 1 (satu) tahunan. 

13. Program adalah Instrumen Kebijakan yang berisi 1 (satu) atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau 

kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh Instansi 

Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta  

memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 

(satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari 

pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari 

sekumpulan tindakan penyerahan sumber daya personil 

(Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan 

teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua 

sumber daya tersebut. 

15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 

kegiatan yang dilaksanankan untuk mendukung pencapaian 

sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan. 

16. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) 

program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

(1) Maksud penyusunan Renstra BLUD RSUD Tapan Tahun 2020-

2021 adalah sebagai acuan dan pedoman seluruh jajaran RSUD 

Tapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi rumah sakit 
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serta pencapaian visi dan misi secara berkesinambungan. 

(2) Tujuan penyusunan Renstra BLUD RSUD Tapan Tahun 2020-

2021 meliputi :  

a. untuk menjabarkan visi dan misi serta kebijakan RSUD 

Tapan;  

b. untuk menjadi pedoman rencana kerja tahunan dan 

anggaran; dan 

c. memberikan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja.    

 

BAB III 

KEDUDUKAN RENSTRA BLUD RSUD TAPAN 

Pasal 3 

 

(1) Renstra BLUD RSUD Tapan Tahun 2020-2021 merupakan 

penjabaran RPJMD Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas 

Kesehatan Tahun 2016-2021. 

(2) Renstra BLUD RSUD Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.  

 

 

BAB IV 

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD RSUD TAPAN 

Pasal 4 

 

Penyusunan Renstra BLUD RSUD Tapan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2, memuat : 

a. rencana pengembangan layanan; 

b. strategi dan arah kebijakan; 

c. rencana program dan kegiatan; dan 

d. rencana keuangan. 

 

Pasal 5 

 

(1) Renstra BLUD RSUD Tapan disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

BAB II : TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI 

BAB III : ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN 

FUNGSI  

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN 

KEBIJAKAN  

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN UTAMA, 

IDIKATOR, KINERJA UTAMA, KELOMPOK SASARAN 

DAN PENDANAAN INDIKATIF  

BAB VI : INDIKATOR KINERJA MENGACU PADA TUJUAN 

DAN SASARAN RPJMD 

BAB VI : PENUTUP 
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(2) Renstra BLUD RSUD Tapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Pesisir Selatan. 

 

                                                Ditetapkan di Painan 

                                                pada  tanggal  29 April 2020               

                                             BUPATI PESISIR SELATAN, 

 

    

 

                                                                 HENDRAJONI 

 

 

Diundangkan di Painan 

pada tanggal   29 April 2020 

        SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PESISIR SELATAN, 

 

   

                 ERIZON 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 9 

 

 

 


